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Setiap orang membutuhkan alat bukti mengenai suatu hak dan peristiwa yang terjadi. Dalam praktik, Pejabat
Pembuat Akta Tanah adalah pejabat yang oleh peraturan pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat
akta autentik. Akta autentik adalah alat bukti yang sempurna, lengkap dan mengikat, sehingga kebenaran
dari hal-hal tertulis dalam akta tersebut harus diakui kebenarannya. Akta autentik berisikan keterangan-
keterangan dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Masalah timbul ketikaisi dari akta
tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, dikarenakan terdapat pihak yang memalsukan tanda tangan
dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Tesisini membahas mengenai kasus pemal suan tanda tangan
sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 898K/Pid/2018.
Permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis adalah mengenai Surat Pernyataan berhutang berlanjut
menjadi Akta Jual Beli dan pemal suan tanda tangan dalam Akta Jual Beli. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis, dianalisa dengan metode
kualitatif dengan menggunakan studi dokumen dengan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini
adalah Surat pernyataan berhutang tidak dapat dijadikan dasar pembuatan Akta Jual beli, karena dalam
pembuatannya harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Terdakwa dikenakan Pasal 266 ayat (2) KUHP,
namun seharusnya Notaris/PPAT juga dapat dikenakan pertanggungjawaban karena ketidakhati-hatiannya
dalam membuat Akta Jual Beli.

...... Everyone needs evidence regarding aright and events that occur. In practice, the Official for Making
Land Deedsis an official who is authorized by government regul ations to make authentic deeds. Authentic
deeds are perfect, complete and binding evidence, so that the truth of the things written in the deed must be
recognized as true. The authentic deed contains information from the parties which is the basis for making
the authentic deed. Problems arise when the contents of the deed are not in accordance with the reality,
because there are parties who falsify the signature in the Sale and Purchase Deed made by PPAT. Thisthesis
discusses the case of signature forgery as contained in the Decision of the Supreme Court of the Republic of
Indonesia Number 898K /Pid/2018. The problem that will be researched and analyzed is regarding the
Statement of Debt continuing to become the Sale and Purchase Deed and signature forgery in the Sale and
Purchase Deed. This study used a normative juridical research method with a descriptive analytical typology
of research, analyzed by qualitative methods using document studies with secondary data collection. The
result of this research is that a statement that owes money cannot be used as the basis for making a Sale and
Purchase Deed, because in the making must be attended by the parties who have committed the legal act
concerned and witnessed by at least 2 (two) witnesses. The defendant is subject to Article 266 paragraph (2)
of the Criminal Code, but the Notary/PPAT should also be liable for his carel essness in making the Sale and
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Purchase Deed.



